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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 












Ba B Be 
 
 ت
Ta T Te 
 
 ث
Sa Ś es (dengan titik di atas) 
 
 ج
Jim J Je 
 
 ح
Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 








Dal D De 
 
 ذ
Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
 
 ر
Ra R Er 
 
 ز
Zal Z Zet 
 
 س
Sin S Es 
 
 ش
Syin Sy es dan ye 
 
 ص
Sad Ṣ es dengan titi di bawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
    ض
 
 ط
Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
 
 ظ







„ain „ apostrof terbalik 
 
 غ
Gain G Ge 
 
 ف
Fa F Ef 
 
 ق
Qaf Q Qi 
 
 ك
Kaf K Ka 
 
 ل
Lam 1 El 
 
 م
Mim M Em 
 
 ن
Nun N En 
 
 و
Wau W We 
 
 ه
Ha H Ha 














Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („) 
2. . VOKAL 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggalatau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal   tungggal   bahasa   Arab   yang   lambangnya berupa tanda atau 









 Fathah a A آ
 Kasrah i I ا
 Dammah u U آ
 
3. Maddah 
 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
















 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah dan ya Ī i dan garis diatas ي
 dammah dan ۇ
wau 
Ū u dan garis diatas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu 
transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 





6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 
dengan garis mendatar(-). 
7. Lafz al-Jalalah ( الله ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
B. Daftar Singkatan. 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
 
swt. = subhanahu wa ta ala 
 
saw. = sallallahu alaihi wa sallam 
 
a.s = ‘alaihi al-salam 
 
M = Masehi 
 
H = Hijriah 
 
SM = Sebelum Masehi 
 
1 = Lahit Tahun (untuk orang yang masih    
hidup saja) 
 
w. = Wafat tahun 
 






HR = Hadits Riwayat 
 
SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung 
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Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanan Pengelolaan Wakaf 
Produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sedenreng Rappang 
perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? Pokok masalah 
tersebut selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub masalah yang membahas tentang 1) 
Bagaimana Bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang? 2) Bagaimana Tinjauan Perundang Undangan 
Tentang Wakaf di Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok 
Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa? 3) Bagaimana faktor-faktor pendukung dan 
penghambat pengelolaan wakaf produktif pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah feed kualitatif 
research, sedangkan pengumpulan data menggunakan data priemer yaitu data yang 
diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literature dan 
artikel yang sesuai dengan penelitian ini, nalisis data yang digunakan adalah analisis 
data deskritif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pengelolaan wakaf produktif di 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa sudah berjalan dengan baik dan adapun 
bentuk-bentuk wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu 
pertama pemberdayaan pertanian kedua peternakan ketiga  koperasi keempat depot 
air galon dan terakhir dapur umum. 2) Adapun bentuk pengelolaan wakaf produktif di 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa perspektif UU No. 41 Tahun 2004 sudah 
berjalan dengan semestinya, pimpinan Pondok sangat selektif dalam pemilihan DPY-
PPUW sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti, melakukan 
pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya. 3) Pada prinsipnya nadzir 
wajib mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, adapun 
faktor pendukung yaitu pengelolaan wakaf professional, bantuan dari para alumni dan 
ketersediaan wakaf yang siap dikelolah, sedangkan faktor penghambat yaitu 
pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya dana untuk mengelolah tanah 
wakaf. 
Implikasi dari penelitian ini, yaitu 1) Dalam hal pengelolaan wakaf produktif 
di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, seharusnya meminta akuntan public yaitu 
LPS (Lembaga Penjamin Syariah) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan 
mengontrol keuangan. 2) Dalam pengelolaan wakaf Produktif  di Pondok Pesantren 








A. Latar Belakang Masalah 
Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan 
sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara 
produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam 
lainnya. Hal ini terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada 
pemahaman fikih semata yakni, wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf 
untuk tujuan pemberdayaan sosial. 
Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, 
mushalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti 
wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum 
dipandang penting. Selain itu para waqif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau 
bangunan sekolah kepada nadzir, namun mereka menutup mata terhadap biaya 
operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Sementara itu di lain pihak, orang 
yang diserahi untuk mengelola wakaf (Nadzhir) tersebut ternyata tidak mempunyai 
kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk 
kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan.Akibatnya banyak yayasan 
pendidikan Islam yang berbasis wakaf gulung tikar atau terlantar.1 
Padahal,kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan para mujtahid tidak 
                                                     
1Qodariah Ahmad dkk, Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf (Jakarta:Kencana, 2020), h. 4. 
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menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf kepercayaan dalam pengelolaan 
harta wakaf sangatlah penting. Walaupun yang mampu,baik   yang  bersifat   
perseorangan maupun kelembagaan (Badan hukum).Namun, dalam hal ini 
pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga 
dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur berbagai hal 
yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. 
Dalam Undang-Undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, 
tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan benda 
bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. lebih lanjut, 
di dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas, bahwa pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secaraproduktif. 
Dana wakaf yang dikelola merupakan dana publik yang manfaatnya akan 
disalurkan kembali ke publik. Untuk itu tidak hanya pengelolaannya yang harus 
dilakukan secara profesional, tetapi juga harus transparan dan akuntabel. Kedua 
faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan wakaf karena harta yang telah 
diwakafkan waqif akan berpindah meliknya menjadi milik umat. Dengan adanya 
pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabel dari wakaf tersebut, hak 
waqif atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi hartayang telah 
diwakafkan akan dapat dipenuhi. 
Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan  
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ekonomi oleh  umat  dan  cenderung  hanya untuk kepentingan ibadah dapat 
dimaklumi karena, memang minimnya kesadaran umatIslam akan pemahaman wakaf, 
baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Padahal  hakikatnya 
wakaf yang dikelola secara produktif itu bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi 
yang potensial. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapatkan 
perhatian yang ekstra, dikarenakan wakaf merupakan aset kebudayaan nasional dari 
aspek sosial sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. 
Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan 
komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Dikarenakan beberapa hasil 
penelitian tentang wakaf menunjukkan, ternyata di Indonesia banyak yang semula 
wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan 
manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan adanya regulasi dan komitmen 
bersama pemerintah, ulama dan masyarakat, wakaf dikelola dengan manajemen yang 
baik. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang 
berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yangprofesional. Kemudian wakaf harus 
diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai 
kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara produktif.  
Produktifitas hasil yang ini pulalah sebenarnya menjadi dambaan umat Islam 
dan umat lain pada umumnya digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang 
terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila 
wakaf dikelola secara ekonomis dalam bentuk usaha-usaha produktif, niscaya wakaf 




Pada tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa 
potensi aset wakaf di Indonesia pada setiap tahunnya mencapai angka 2000 triliun 
dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sedangkan menurut data dalam 
Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama pada tahun 2019, luas tanah wakaf di 
Indonesia mencapai 50.114 hektar yang tersebar di 371.080 lokasi. Dari data tersebut, 
terdapat 61,85%  yang telah bersertifikat dan 73% aset wakaf diperuntukkan sebagai 
tempat ibadah (Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, 2016) dan belum 
bersifat produktif.2 
Namun, kenyataannya tanah wakaf itu belum digarap secara optimal, bahkan 
banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat. Selama ini peruntukan wakaf diPemberdayaan wakaf di Indonesia 
diakomodir hukum Islam yaitu UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf 
diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu sesuai degan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan 
menurut syariah. Fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 UU No 41 tahun 2004 
yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis 
harta benda wakif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. 
                                                     
2Komite Nasional Keuangan Syariah, Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses 
SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, 2019, h.8. 
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Sebuah lembaga pendidikan Islam tempat mengembangkan  pemuda dan 
pemudi Islam dengan berbagai pendidikan dan pengajaran, termasuk ilmu-ilmu 
agama maupun umum. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pesantren dan 
perannya dalam pengelolaan wakaf produktif berupa unit-unit usaha seperti, 
pertanian, peternakan, koperasi, dapur umum dan pengelolaan air galon, hal ini 
memberikan dukungan terhadap eksistensi pesantren tersebut, serta pengalaman 
dalam mengelola dan pengembangan aset-aset wakaf dapat dijadikan acuan dan 
model bagi upaya mengembangan pesantren dan menumbuhkan kemandirian di 
dalamnya. Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 
“Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, peneliti 
memberikan batasan dan cakupan penelitian baik dari segi rentang waktu maupun 
jangkauan wilayah obyek penelitian yang terkait judul“Pengelolaan Wakaf Produktif 
di Pondok Pesantren Al-urwatul Wutsqaa Desa Benteng Sidenreng Rappang 
Perspektif Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf”, oleh karena itu 
fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan 
penelitian. 
Penelitian ini berfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif studi kasus di 




Aspek-aspek yang menjadi focus penelitian ini adalah: 
a. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa. 
b. Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. 
c. Pengelolaan Wakaf Produktif dalam perspektif 4 Imam Mazhab. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan perbedaan penafsiran yang 
berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi “Pengelolaan Wakaf Produktif di 
Pondok Pesantren Al-urwatul Wutsqaa Desa Benteng Sidenreng Rappang Perspektif 
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf”. 
a. Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang di wakafkan untuk 
dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan dengan tujuan wakaf. 
Wakaf Produktif ialah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu 
dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang 
berkelanjutan. 
b. Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa 
dalam pengelolaan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan 
peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf 
Indonesia.  
c. Wakaf menurut 4 Imam Mazhab merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan 
kebaikan, seperti membantu, membangun, pembangunan sektor keagamaan, baik 
pembangunan segi material maupun sepiritual. 
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C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis meanggap bahwa judul 
skripsi perlu adanya rumusan masalah agar dalam pembahasan dapat seakurat 
mungkin. Adapun sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Benteng Sidenreng Rappang? 
2. Bagaimana tinjauan perundang undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap 
pengelolaan wakaf produktif di pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa? 
3. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf produktif 
pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian ini, peneliti bertujuan untuk mengembangkan informasi dari 
berbagai sumber dan melakukan penelitian mandiri, agar terhindar dari plagiasi, 
selain itu, penulis juga menggunakan kajian-kajian tentang penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu, diantaranya : 
1. Dr. Ulya Kencana, S.Ag, M.H, Hukum Wakaf Indonesia, Malang, 2017. Dalam 
buku ini membahas tentang wakaf yang merupakan bagian dari salah satu hukum 
islam, selain zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf bernuansa ekonomis, juga 
bermuatan unsur religius, sosiologis, dan politis. Wakaf sebagai salah satu kajian 
muamalah yang terus berkembang seiring zaman dan tempat. Sebagai lembaga 
hukum di Indonesia, wakaf termaksud lembaga keagamaan yang memiliki fungsi 
ibadah, sosial, dan potensi ekonomi sebagai sumber aset yang memberi 
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kemanfaatan sepanjang masa bagi masyarakat. 
2. Dalam artikel karangan Boedi Abdullah yang berjudul; “Hukum Wakaf Benda 
Bergerak Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
Tentang Wakaf” Artikel ini mengkaji tentang hukum wakaf benda mulai dari 
pengertian, serta dasar hukumnya, beserta fatwa para ulama, perbedaann dari 
penelitian saya nantinya sangat berbeda dari segi pandangan hukum serta 
wawancara dan hasil lapangan. 
3. Dalam artikel karangan Boedi Abdullah yang berjudul; “Hukum Wakaf Benda 
Bergerak Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf” Artikel ini mengkaji tentang hukum wakaf benda mulai dari 
pengertian, serta dasar hukumnya, beserta fatwa para ulama, perbedaann dari 
penelitian saya nantinya sangat berbeda dari segi pandangan hukum serta 
wawancara dan hasil lapangan. 
4. Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif, 2012. Dalam buku ini secara 
umum membahas tentang wakaf produktif yaitu wakaf tunai, kebijakan UU RI No. 
41 Tahun 2004 tentang perwakafan, implementasi dan pemberdayaan wakaf 
produktif  yang membahas tentang potensi wakaf dalam memberdayakan umat. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pemanfaatan bangunan wakaf di Pondok Pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren 
Al-Urwatul Wutsqaa Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 
tentang pemahaman terhadap tradisi pelaksaan dan pemanfaatan bangunan wakaf di 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Kabupaten Sidenreng Rappang. 
b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta solusi mengenai pemanfaatan dan 












A. Pengertian Wakaf 
Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang 
saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi mana dilakukan dengan maksud untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 
bersama-sama. Sepanjang interaksi tersebut, masyarakat berpegang pada hukum 
sebagai pedoman-pedoman yang berfungsi sebagai tata tertib, aturan, petunjuk dan 
kaidah-kaidah sehingga anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dapat 
berjalan dengan baik dan tertib. Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada 
setiap masyarakat di manapun mereka berada.1 
Secara etimologi wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-
Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada 
dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan 
dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik 
untuk faedah tertentu. 
Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan 
hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau 
faedahnya (al-manfa‘ah). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda 
pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat 
                                                     
1Nila Sastrawaty, “Hukum Sebagai Integrasi Pertimangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus 
Pekosaan”, Jurnal al-Daulah, vol. 1 no. 1 (2012): h. 86. 
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yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah 
sebagai berikut. Adapun dasar hukum wakaf dapat di lihat dalam QS ali ’Imran/ 3:92.   
رهۦر َعلريم   َ ب ءٖ فَإرنَّ ٱَّللَّ ا ُُتربُّوَنَۚ َوَما تُنفرُقواْ مرن ََشۡ ٰ تُنفرُقواْ مرمَّ َّ َحَّتَّ  لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبر
Terjemahnya: 
“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu 
menafkahkan Sebagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”2 
 
Bentuk-bentuk kedaulatan itu haruslah berpatokan pada kedaulatan Tuhan 
Yang Maha Esa sebagai pokok. Apabila Allah sebagai penguasa yang sebenarnya 
maka syariah/hukum merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas rakyat 
sebagai khalifahnya adalah menerapkan hukum syariah. Tugas itu hanya dapat 
terlaksana melalui kerja sama seluruh masyarakat dalam suatu negara.3 
Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-
‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada 
siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut 
menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di 
tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang 
diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, 
bukan termasuk asset hartanya.4 
Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta 
                                                     
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma, 2016), h. 189. 
3Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum”, Jurnal al-Daulah, 
vol. 3 no. 1 (2014):  h. 18. 
4https://bm-barokah.blogspot.com,diakses,diakses minggu 22 feberuari 2021,18.00 WITA. 
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yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada 
orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai 
dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian 
wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja5. 
Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang dimiliki 
yang bisa memberi manfaat untuk disalurkan dengan tetap menjaga pokok barang dan 
keabadiannya selain dari harta maksiat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada 
Allah SWT.  
Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, 
yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan..6 
 Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang 
nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah.  
Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan 
dalam kegiatan produksi dan hasilnya di serahkan sesuai dengan tujuan wakaf. 
Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, gedung digunakan jual beli, 
mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga bisa didefinisikan 
                                                     
5Ulya Kencana, Hukum Wakaf di Indonesia (Malang: Setara Press, 2017), h. 147. 
6Ulya Kencana, Hukum Waqaf di Indonesia,  h. 148. 
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sebagai harta yang diwakafkan yang digunakan untuk kepentingan produksi baik 
dibidang pertanian dan perdagangan yang manfaatnya bukan pada benda wakaf 
secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang 
diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.7 
Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena 
wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. 
Berdasarkan berbagai definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf 
bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada 
orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini 
sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang 
menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
B. Dasar Hukum Perwakafan 
Dasar hukum wakaf sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.41 
tahun 2004 tentang wakaf dan sebagian terkadang mengambil dari aturan hukum 
nasional lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden.8 Beberapa 
peraturan yang menaungi wakaf terdapat dalam pasal 70 Undang-undang No. 41 
tahun 2004, bahwa: “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti 
                                                     
7Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 72. 
8Sumuran Harapan, Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia, (Jakarta: Mitra 
Abadi Press, 2012), h. 3. 
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dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.’9 Secara Faktual, 
dengan memperhatikan Kedudukan hukum Islam Saat ini, maka hukum Islam 
berpeluang sangat terbuka untuk menghasilkan sekaligus memperkaya hukum di 
Indonesia, dan bagi umat Islam mungkin melakukan usaha-usaha progresif dan 
inovatif untuk pembaharuan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hukum positif 
di Indonesia.10 
Memahami maqashid al-syari’ah adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan 
dalam rangka mengetahui maslah dari setiap hukum yang ditetapkan Allah swt. 
Dengan demikian, karena pemahaman terhadap maqshid al-syari’ah memberikan 
kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam.11 
Pengertian wakaf secara institusional, pada mulanya definisi wakaf di 
Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukan oleh Syafiiyyah. PP No. 
28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 (1) berbunyi bahwa: “Wakaf 
adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari harta kekayaannya yang berupa tanah millik dan melembagakannya untuk 
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Agama Islam.” 
Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam, pasal 215 (1), berbunyi bahwa: 
                                                     
9Ulya Kencana, Hukum Wakaf di Indonesia, h. 12. 
10Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia”, 
Jurnal al-Daulah, vol. 7 no. 2 (2018): h. 246. 
11Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’yah” Jurnal Al-Daulah, vol. 4 no.2 
(2015):  h. 347. 
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“wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau 
untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” 
Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik.Dalam inpress 
menunjukan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, 
melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yaitu menurut tafsir terdapat inpres 
tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut al-‘aqr, atau benda bergerak 
disebut almusya’.Dinamika yang ada kemudian “memaksa” lahirnya UU No. 41 
tentang wakaf sebagai payung hukum wakaf yang lebih kuat berskala nasional.UU 
tersebut mendefinisikan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
Syariah.”12 
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 
subjek hukum dalm bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun 
yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.13 Konsep hukum 
diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu 
masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan 
                                                     
12Republik Indonesia, Instruksi President No.1 Tahun 1991Tentang Komplikasi Hukum Islam 
2015. 
13Achmad Musyahid Idrus, “Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin”, Jurnal al-Daulah, 
vol. 4 no. 1 (2015): h. 78. 
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pernyataan sika atau budaya hukum , filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain-
desain pembentukan dan penyelenggaraan nilai-nilai peradaban yang dimilikinya.14 
Pada persoalan wakaf diatur pula dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 
2001 tentang Yayasan (UU Yayasan). Terdapat beberapa unsur pengertian wakaf, 
seperti: 
1. Adanya harta kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya semula;  
2. Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat keagamaan, maupun sosial, 
dan kemanusiaan  
3. Mempunyai organisasi untuk menyelenggarakan lembaga yang didirikan.15 
C. Rukun dan Syarat Wakaf 
Rukun wakaf, yaitu:  
1. Waqif, yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam 
mendermakan harta.  
2. Mauquf, yaitu barang milik waqif yang diwakafkan.  
3. Mauquf ‘alaih, yaitu yang diserahi wakaf, baik orang, golongan, maupun pihak 
tertentu.  
4. Sighat (ikrar wakaf). 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur 
                                                     
14Nila Sastrawaty, “Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam 
Kasus Perkosaan”, Jurnal al-Daulah, vol. 1 no. 1 (2013):  h. 96. 
15Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. 
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(rukun) wakaf ada lima, yaitu :16 
a. Wakif 
Yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif meliputi: 
1. Perorangan, syarat wakif perorangan meliputi : 
a. Dewasa 
b. Berakal sehat, dan 
c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah harta dan benda 
wakaf 
2. Organisasi, syarat wakif organisasi : 
Yaitu organisasi tersebut harus memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar 
organisasi yang bersangkutan. 
3. Badan hukum, syarat wakif badan hukum : 
Yaitu badan hukum tersebut harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk 
mewakafkan harta benda hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 
bersangkutan. 
Yang dimaksud dengan perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum adalah 
perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia 
atau organisasi asing, dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.17 
b. Nadzir 
                                                     
16Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
17Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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Yaitu pihak yang menerima hata benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya18. Nadzir meliputi : 
1. Perorangan, syarat nadzir perorangan meliputi : 
a. Warga negara Indonesia 
b. Beragama islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani, rohani, dan  
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
2. Organisasi, syarat nadzir organisasi, yaitu : 
a. Pengurus organisasi memenuhi syarat nadzir perorangan 
b. Organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan atau 
keagaamn islam 
3. Badan hukum, syarat nadzir badan hukum, yaitu : 
a. Pengurus badan hukum memenuhi syarat nadzir perorangan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan eraturan perundangn-undangan 
yang berlaku 
c. Badan hukum bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan keagaamn islam 
c. Harta benda wakaf 
Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaaat jangka 
                                                     
18Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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panjang serta mempunyai nilai ekonomis.Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan 
apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. 
Harta benda wakaf meliputi : 
1. Benda tidak bergerak, seperti : 
a. Hak atas tanah;  
b. Bangunan atau bagian yang terdiri di atas tanah;  
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan  
d. Hak milik atas ketentuan rumah susun. 
2. Harta benda bergerak, seperti: 
a. Uang 
b. Logam mulia 
c. Surat berharga 
d. Kendaraan hak atas kekayaan intelektual 
e. Hak sewa; dan  
f. Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
d. Ikrar Wakaf 
Yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau 
tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal ini wakif 
tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan 
ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjukan 
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kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.19 
e. Peruntukan Benda Wakaf 
Harta benda dapat diperuntukan bagi : 
1. Sarana dan kegiatan ibadah 
2. Sarana dan kgiatan pendidikan serta kesehtan 
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa 
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan/atau 
5. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan 
peraturan perundang-undangan.20 
D. Fungsi dan Asas Wakaf 
1. Fungsi wakaf, diantaranya : 
a. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
b. Melembagakan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan 
keperluan umum lainya sesuai dengan syar’at islam21. 
2. Asas- asas wakaf, diantaranya: 
a. Asas manfaat 
Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang sangat relevan dengan 
keberadaan benda wakaf itu sendiri.Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan 
sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun 
                                                     
19Bagian Ketujuh Pasal 17-21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
Volume 1 Number 2, June 2018 
20Republik Indonesia, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
21Pasal 215 Komplikasi Hukum Islam. 
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orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. 
b. Asas pertanggung jawaban 
Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparan dengan 
mempertanggungjawabkan kepada AllahSwt. kelembagaan, sosial kemasyarakatan, 
dan hukum. 
c. Asas profesionalisme 
Wakaf harus dikelola dengan manjemen yang baik dan benar (professional) 
agar menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Sikap 
professional tersebut, misalnya, pengelolaan wakaf dilakukan dengan:  
1. Manajemen terbuka dengan prinsif transparansi dan akuntabilitas. 
2. Professional dalam pengelolaan. 
d. Asas keadilan sosial 
Wakaf yang di kelola dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap 
kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. 
E. Pendaftaran Wakaf 
Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 Dewan Syari’ah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat jadi DSN MUI), banyak 
mengeluarkan fatwa tentang ekonomi islam (Mu’amalah maliyah) yang menjadi 
pedoman pelaku dunia perbankan syari’ah, dalam perkembangannya bank syari’ah 
dan bank cabang syari’ah di bakn konvesional diakui secara legal di Indonesia. 
Mengikuti semangat reformasi kemudian disahkan beberapa peraturan 
PerundangUndangan di bidang hukum perdata islam (Mu’amalat) sebagai berikut; 
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1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat 
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atsa Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kewenangan (kompetensi) 
peradilan agama untuk ekonomi syari’ah selain dari pada nikah, talak, cerai, dan 
rujuk, sebagaimana yang disebut dalam pasal 49 huruf (i), yaitu pengadilan agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang ekonomi 
syari’ah 
4. Undnag-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ahn Negara 
(SBSN) 
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ahEksistensi 
hukum wakaf di Indonesia legalitasnya diawali dari lahirnya Undangundang 
Peradilan Agama (1989) hukum wakaf di Indonesia diakui secara legal oleh 
Negara, dan diperkuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang wakaf.22 
Adapun antara hukum yang berkaitan dengan wakaf sebagai landasan 
dogmatik hukum wakaf Indonesia, yaitu; 
a. Undang-undang yang berkaitan dengan wakaf: 
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
                                                     
22Tim menejemen PRIDES, Himpunan Perundang-Undangan Tentang EkonomiIslam (Cet. 1; 
Jakarta: Persada,2012), h. 6. 
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2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama23. 
b. Penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
c. Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf: 
1. Peraturan pemerintah Nomor 28b Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 
2. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undangundang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wkaf 
d. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42b Tahun 2006 tentang pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
e. Keputusan presiden Nomor 75/M Tahun 2007 ditetapka di Jakarta tanggal 13 Juli 
2007 tentang keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang diangkat oleh Presiden 
Republik Indonesia. 
f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III 
Hukum Perwakafan. 
g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. 
h. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan 
Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. 
i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 
2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. 
j. Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Daftar Lembaga 
                                                     
23Ulya Kencana, Hukum Waqaf di Indonesia, h. 60. 
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Keudangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang 11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang 
k. Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Wakaf di Indonesia: 
1. Peraturan Badan Wakaf Indonesai Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. 
2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 
Penyusunan Rekomendasi Terhadapan Permohonan Penukaran/Perubahan Statu                 
rt5fs Harta Benda Wakaf. 
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Cara Pendaftaran 
Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. 
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. 
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. 
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia. 
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Nazhir WakafUang. 
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. 
9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomoe 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia. 
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Tata cara pendaftaran benda wakaf, yaitu : 
Menurut Dr.Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.H secara penerapannyaa ialah : 
1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai 
calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. 
Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, 
seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara 
tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak 
tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian 
dibacakan pada nazhir di hadapan PPAIW.24 
2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa suratsurat sebagai 
berikut: 
a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, 
ketitir dan sebagainya). 
b. Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat 
yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa. 
c. Surat keterangan pendaftaran tanah. 
d. Izin dari Bupati/Kotamadya Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat 
3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah 
memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-
saksi dan mengesahkan susunan nazhir25. 
                                                     
24Nurwan Darmawan, Fiqih Wakaf  (Sukoharjo: Pustaka Abu Nusun, 2020), h. 34. 
25Nurwan Darmawan ,Fiqih Wakaf, h. 35. 
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4. Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah disahkan, ikrar 
tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk 
tertulis, bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, 
ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir 
ikrar wakaf, kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf, 
tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan 
Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. 
Kep/D/75/78. 
5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai 
dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling 
sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama danidentitas nadzhir, data dan 
keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu 
wakaf. Selanjutnya selambatlambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta 
tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping 
membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf 
dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. 
a. Pendaftaran benda wakaf dalam KHI 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda 
wakaf, sebagai berikut: 
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas 
nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada 
Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna 




Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di 
Agraria. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi 
yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda 
tangani.26Dalam pendaftaran tersebut, PPAIW haruslah melampirkan sertifikat yang 
bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan 
tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan 
nazhir. 
Jika nazhir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah 
dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai 
kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada nazhir yang meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian seperlunya, berdasarkan 
pengesahan susunan nazhir yang dilakukan PPAIW. Jika nazhir itu adalah badan 
hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan 
hukum tersebut. 
F. Perubahan Peruntukan Wakaf 
Pada dasarnya Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah 
peruntukannya, seharusnya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada 
Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf 
yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada 
                                                     
26Nurwan Darmawan ,Fiqih Wakaf, h. 37. 
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pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai 
tanahyang diwakafkan. 
1. Perubahan menurut Undang-Undang : 
Terhadap benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. 
Dalam sabda Rasulullah SAW. Telah dijelaskan, bahwa benda wakaf tidak bisa 
diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan. Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan27 
a. Tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau 
penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf 
b. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap 
hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
Agama, yakni : 
1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. 
2. Karena kepentingan umum. 
c. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya 
sebagai akibat ketentuan tertsebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir 
kepada Bupati/Wali kota Madya kepada Daerah, Kepala sub Direktorat Agraria 
setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjutSecara lebih rinci diatur dalam 
Peratuaran menteri Agama nomor 1 Tahun 1978 yang mendapatkan peraturan 
pelaksanaan PP nomor 28 tahun 1977 pasal 12: 
1. Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban 
                                                     
27Palmawati Tahir dan Dina Handayani, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 24. 
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mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepala Bidang, 
melalui Kepala KUA dan Kepala Kankemenag secara hierarkis dengan menyebut 
alasannya. 
2. Kepala KUA dan Kepala Kankemenag meneruskan permohonan tersebut pada 
ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepala bidang dengan 
disertai pertimbangan. 
3. Kepala kanwil kemenag Kepala bidang diberi wewenang untuk memberikan 
persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan 
tanah wakaf. 
Pasal 13 berbunyi : 
a. Dalam hal ada permohonan perubahan satus tanah wakaf Kepala Kanwil Kemenag 
berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama, Direktur Jenderal bimbingan 
masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan. 
b. Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberikan 
persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah 
wakaf. 
c. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang 
sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar 
wakaf. 
2. Perubahan wakaf menurut pendapat ulama 
Menurut para ulama, mereka membedakan jenis benda wakaf pada dua 
macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan berbentuk masjid. Yang bukan masjid 
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dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda wakaf yang 
berbentuk masjid selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang 
menukar atau menjualnya. Sementara benda wakaf yang tidak berupa masjid, selain 
Mazhab Syafi’iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang 
benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menetukan 
persyaratan. 
Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga 
hal: 
a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika 
mewakafkannya. 
b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dan 
c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat. 
Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat yaitu; 
1. Wakif ketika ikrar mengisyaratkan kebolehan ditukar atau dijual. 
2. Benda wakaf itu dengan berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi 
dengan tujuan semula diwakafkannya. 
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepntingan umum, seperti 
pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya. 
Pendapat ulama mashab syafi’i dalam penjualan harta wakaf adalah apabila 
harta wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan 
kepada waqif atau siapapun, walau masjid itu telah rusak dan tidak dapat digunakan 
untuk solat. Alasanya karena harta itu tetap sebagai harta Allah SWT. Akan tetapi 
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pihak penguasa boleh membangun masjid lain, jika para penguasa menganggap hal 
itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan masjid itu menjadi amanah ditangan 
pemerintah. Apabila masjid itu rusak dan dikawatirkan akan runtuh, maka pihak 
penguasa harus memperbaikinnya. Apabila harta wakaf berupa hewan atau buah-
buahan dan diduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan 
hasilnya diberikan kepada kerabat waqif yang miskin. Apabila tidak ada maka 
diberikan kepada fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat Islam setempat. 
Pendapat ulama mazhab Hambali tentang penjualan harta wakaf adalah 
sebagai berikut:28 
a. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, maka harta wakaf tersebut boleh dijual. 
b. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualan boleh dibelikan apa saja, 
asalkan harta yang dibeli tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum. 
c. Apabila pemanfaatan harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun 
sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Namun, dalam keadaan darurat boleh dijual 
demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri. 
d. Apabila harta wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu 
dijual dan hasil penjualan tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama 
jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak 
sekualitas, sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima 
wakaf. 
e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh 
                                                     
28Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2020), h. 58. 
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juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila pekarangan dan masjid tersebut 
tidak bermanfaat lagi. 
Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan 
menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan, seperti contoh 
seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fisabilillah, setelah 
perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Kondisi seprti ini, kuda tersebut 
boleh dijual, dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk 
diwakafkan. Kedua, karena kepentingan maslahat yang lebih besar seperti masjid dan 
tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat dijual untuk mambangun masjid baru 
yang lebih luas dan lebih baik, hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin al-Khattab 
ketika ia memindahkan masjid Kuffah dari tempat yang lama ketempat yang baru. 
Usman kemudian melakuakan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. 
Tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan 
atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. 
3. Perubahan benda wakaf menurut KHI 
KHI mengungkapkan dengan tugas bahwa perubahan penggunaan harta wakaf 
dapat dibenarkan hal ini sesuai dengan bunyi pasal 225: 
a. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 
perubahan atau penggunaan lain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 
b. Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap 
hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor 
Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Indonesia 
33  
 
kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Karena tidak sesuai lagi dengan 
tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh si Waqif. Karena kepentingan umum. 
(Depag RI, 1991:103). 
Bila kita amati secara cermat bunyi pasal 225 ayat 1 di atas maka kita pahami 
bahwa KHI secara utuh mereduksi pendapat para Mujtahid terdahulu tentang 
perubahan harta (benda) wakaf. Selanjutnya kalau kita amati pasal 225 ayat 2 KHI 
tersebut kita menemukan bahwa KHI membicarakan lebih jauh terhadap perubahan 
benda wakaf dimana KHI mengatur prosedur perubahan benda wakaf itu secara tertib 
termasuk administrasi dan prosedur yang harus ditempuh dalam menjadikan 
perubahan benda wakaf.29 
Kemudian KHI membuat alasan yang harus dipahami dalam merubah benda 
wakaf. Alasan ini kalau kita amati secara mendalam mengacu kepada pendapat ulama 
Hanafiah dalam ulama Malikiah yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat 
dirubah, ditukar dan dijual dengan syarat: Pertuma: benda wakaf ini ketika diikrarkan 
oleh si wakif menyaratkan bolehnya benda-benda yang diwakafkan ini ditukar, 
dirubah, dijual. Kedua benda wakaf itu benda bergerak tidak sesuai lagi dengan 
tujuan wakaf semula. Ketiga: apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan 
umum. (Muqiniyah, 1964:333) 30 
Mengamati apa yang diatur dalam KHI ini tampaknya mengarah kepada 
pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional danpraktis, 
                                                     
29Girindra Mega Paksi dkk, Wakaf Bergerak (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), h. 45.  
30Barzah Latupono dkk, Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 67. 
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dimana ia mengatakan bahwa: tindakan menukar, menjual benda wakaf sangat 
diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dibedakan benda wakaf 
itu termasuk di dalamnya mesjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan 
maslahat yang lebih besar. Artinya: “Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari 
pada mengambil maslahat.” 
KHI mengatur perubahan penggunaan harta wakaf, karena melihat 
kepentingan maslahat yang lebih besar, KHI membuka peluang untuk perubahan 
penggunaan benda wakaf dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada pasal 225 
ayat 2 KHI, peluang yang diberikan KHI ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 
Ibnu Thaimiyah tentang perubahan, penukaran, penjualan benda (harta) wakaf. 
Ketentuan yang diatur KHI ini sejalan dengan isi PP No. 28 tahun 1977 pasal 11 yang 
menyatakan bahwa: 
a. Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 
perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud. 
b. Penyimpangan dari ketentuan terlihat dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap 
hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
Agama. 
c. Perubahan status tanda milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunanya 
sebagai akibat ketentuan tersebut di ayat 2 harus dilaporkan oleh nadzir kepada 
Bupati/Walikotamadya kepala daerah dan kepada Sub Direktorat Agraria untuk 
mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. 
Perubahan status yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya secara 
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terperinci dapat dilihat di dalam peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 yang 
merupakan peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1978. Isi dari Permenag No. 1 
tahun 1978 yang sangat perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 13 ayat 3 yang 
menyatakan bahwa, perubahan status tanah wakaf dapat dizinkan apabila diberikan 
penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya 
sesuai dengan ikrar wakaf. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa isi pasal 225 
KHI tentang perubahan benda wakaf adalah hasil dari penggabungan apa yang diatur 
dalam PP No. 28 tahun 1977 dan Permenag No. 1 tahun 1977 serta hasil pemikiran 
Ibnu Thaimiyah yang praktis dan rasional, maka lahirlah pasal 225 KHI tersebut, 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penilitian 
Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian kualitatif merupakan  penelitian 
lapangan (Field Research) dengan melakukan kajian dari berbagai studi dan kumpulan 
beberapa jenis materi empiris, seperti studi kasus, wawancara dan lain-lain. Pengumpulan 
data pada Penelitian ini lebih mendalam pada wawancara dan dokumentasi. Metode 
kualitatif menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kepada 
substansi makna dari fenomena tersebut. 
2. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Kelurahan 
Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan terhadap berbagai masalah dengan 
berdasarkan fakta-fakta sosial, gejala sosial serta interaksi sosial pada bidang 
perwakafan pada Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng 
Rappang. 
2. Pendekatan Syar‟i, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui 
keselarasan antara hukum-hukum islam seperti Al-Qur‟an, Hadist, Ijma, Qiyas, 
khusunya sadd Al-Dzariah serta fatwa yang relevan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
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3. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas 
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
C. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 
melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Baik melalui wawancara terhadap 
informan antara lain para tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lain yang 
terlibat dalam penelitian ini. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber 
resmi seperti dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan 
berbagai jenis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. 
3. Sumber Data Tersier 
Sumber data tersier ialah data yang dapat diperoleh dari sumber yang mampu 
memberikan penjelasan yang lebih spesifik dari data primer dan sekunder, baik 
berupa kamus maupun berupa ensiklopedi umum dan islam yang relevan dengan 
penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 





Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil 
pengamatan.Dimana Pengamatan bisa dilakukan kepada sesuatu benda, keadaan, 
kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.Dalam hal 
ini peneliti menggunakan alat perekam (Tep recorder) dan kamera. 
2. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh 
data dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Dalam proses wawancara, penulis 
berperan sebagai instrumen utama karena penulislah yang menyampaikan 
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemudian mencatat atau 
merekam jawaban dari narasumber sebagai data yang sifatnya penting. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan salah satu cara paling efektif yang digunakan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat dalam proses 
pengumpulan data. 
E. Tehnik Pengelolahan dan Analisis Data 
Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data 
yang tidak berhubungan dengan angka serta tidak berkaitan dengan analisis statistik. 
Dikumpulkan melalui cara yang induktif yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan 
hasil observasi, hanya memilih data yang penting saja dan diperlukan serta 
mengelompokkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Penelitian ini 
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meliputi struktur hukum islam dan hukum positif serta hukum adat yang digunakan 
sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian. 
F. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data meliputi credibility (kredibilitas), transferability, 
(validasi eksternal), dependability (reabilitas), serta confirmability (objektifitas). Uji 
keabsahan data tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dalam penelitian 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam menguji keabsahan data, dapat 
digunakan dua cara yaitu: 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan dengan lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan demikian, keabsahan data serta tata urutan peristiwa 
yang diperoleh dapat direkam secara sistematis. Dengan meningkatnya ketekunan, 
maka peneliti dapat mengecek kembali data yang ditemukan kemudian memastikan 
kebenarannya, sehingga peneliti mampu memberikan deskripsi data yang akurat dan 
sistematis mengenai apa yang telah diamati. 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Menggunakan bahan referensi yang dimaksud disini yaitu adanya bahan 
pendukung yang dapat membuktikan keabsahan data yang telah diperoleh oleh 
peneliti. Contoh data dari hasil wawancara yang telah didokumentasikan melalui alat 
perekam, sehingga data tersebut lebih kredibel atau lebih dapat dipercaya. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan rekaman serta foto-foto 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng 
Sidenreng Rappang 
Pondok pesantren Al-Urwatul wutsqaa adalah pondok pesantren tertua yang 
ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang didirikan oleh salah satu Ulama 
Kharismatik  yaitu Anregurutta KH. Abd. Muin Yusuf yang lebih dikenal sebagai 
Kali Sidenreng pada tahun 1974. Pondok pesantren Al-Urwatul wutsqaa didirikan 
pada tanggal 1 Januari 1974 dan diresmikan penggunaannya oleh pemerintah 
Kabupaten Sidrap pada tanggal 4 April 1974 oleh Bapak H. Arifin Nu’mang (Bupati 
Sidrap pertama).1 
Pengambilan nama “Al-Urwatul Wutsqaa” dikutip dalam salah satu penggalan 
kalimat dalam ayat suci al Qur’an yakni Surah al-Baqarah ayat 256 yang berarti tali 
yang kokoh, Melalui penamaan itu, Gurutta mengharapkan Pondok pesantren Al-
Urwatul wutsqaa menjadi pusat persatuan umat yang diikat dalam tali agama Allah 
yang kokoh. Pondok pesantren Al-Urwatul wutsqaa berdiri bersamaan dengan 
maraknya perdebatan-perdebatan furu'iyah yang terjadi di tengah kalangan umat 
Islam kala itu. Anregurutta KH. Abd. Muin Yusuf  pun mendirikan pesantren dengan 
dibaluti niat suci untuk menghilangkan beragam perdebatan yang ada. Dilain sisi, 
                                                     
1Wahidin Ar-Raffany,  AG. H. Abd. Muin Yusuf Ulama Kharismatik dari Sidenreng Rappang 
(Sidrap: Lakpesdam Sidrap, 2008), h. 1. 
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pengunaan Al-Urwatul Wutsqaa juga diambil dari nama sebuah majalah yang 
diusung oleh tokoh Islam bernama Jamaluddin Al-Afgani Konon, majalah itu terbit 
ditopang oleh semangat membumikan persatuan, dalam rangka merespon maraknya 
adu domba yang dihembuslan oleh kaum penjajah di tengah kalangan umat Islam 
pada tahun 1800-an lagi-lagi spiritnya adalah persatuan. 
Kali Sidenreng memang dikenal sebagai ulama yang ahli dalam menengahi 
dan meredam beragam problem yang terjadi di tengah masyarakat, semangat 
pendirian pesantren juga ditopang oleh pemahaman  Kali Sidenreng terkait prinsip Al-
Ilmu Nuurun (Ilmu adalah cahaya), sesuai pesan yang pernah dituliskan oleh Imam 
Syafi'i. Melalui ilmu, seseorang akan mudah tertuntun menuju jalan kebaikan dan 
kebenaran.Berangkat dari beragam prinsip suci itulah, pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa  berhasil didirikan di atas sebidang tanah yang mulanya luasnya tak cukup 1 
hektar. Tanah itu diwaqafkan oleh salah seorang tokoh masyarakat bernama 
Muhammad Taha Laili. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa kian berkembang, hingga banyak tokoh masyarakat lain yang menyusul 
mewaqafkan tanahnya, hingga sekarang luasnya mencapai 8 hektar yang mana semua 
adalah waqaf dari masyarakat.2 
Sejak berdirinya, Pondok pesantren Al-Urwatul wutsqaa pertama kali 
dipimpin oleh Anre Gurutta K.H. Abd. Muin Yusuf yang lebih dikenal dengan 
sebutan Kali Sidenreng. Beliau wafat pada tanggal 23 Juni 2004 dalam usia 84 tahun. 
                                                     




Pada saat usia Anre Gurutta memasuki usia yang sangat lanjut, tepatnya pada bulan 
Maret 2002. 
 Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa dalam pendidikannya membina dua 2 
tingkatan yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan mempunyai 
LembagaTahfidz Al-Quran dan program Takhassus bahasa Arab. Tahun ini Pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa telah mengasuh santri kurang lebih 1000 santri dari 
berbagai penjuru daerah, baik di daerah maupun di luar daerah. 
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
a. Visi 
Visi dari  pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa adalah Terwujudnya Pondok 
Pesantren yang Mandiri, Unggul, Terpercaya dan terbaik di Sulawei Selatan Pada 
tahun 2020, dengan melahirkan alumni-alumni yang berdaya saing global, 
berakhlakul karimah dan berwawasan lingkungan.  
b. Misi 
Misi dari Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa adalah sebagai berikut: 
1. Mencetak kader-kader ulama sebagai pewaris para nabi. 
2. Mencetak kader-kader umara (pemimpin) anti korupsi dan anti Narkoba sebagai 
pelanjut estafet kepemimpinan bangsa. 
3. Mencetak kader-kader pelayan ummat yang memiliki kemandirian dan profesional 
dalam bidangnya masing-masing. 
4. Mencetak generasi muslim Indonesia yang shaleh/shalehah dengan mengamalkan 
ajaran Islam secara kaffah dan istiqamah. 
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5. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 
peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. 
3. Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Tabel I Struktur Organisasi Yayasan Al-Urwatul Wutsqaa 
Pelindung Penasehat 1. Bupati Sidrap 
2. Kepala Kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Sidrap 
3. Camat Baranti 
4. Lurah Benteng 
Dewan Pengurus Yayasan: 
1. Ketua Dewan Pembina 
2. Ketua Yayasan 
3. Sekretaris 
4. Bendahara 
5, Wakil Bendahara 
6. Pengawas 
 
1. H. M. Surkati Muin 
2. Ir. H.M. Farid Muin 
3. Dr. Wahidin, S.Ag., M.A 
4. Hj. Umi Kalsum Muin  
5. Dra. Hj. Sihrani 
6. Hj. Fauziyah Muin 
Pimpinan  Anre Gurutta H. Muh. Asri Kasman, Lc 
Wakil Pimpinan Anre Gurutta Drs. H.M. La Kalebbi 
Sekretaris Dr. Wahidin, S.Ag.,M.A 
Kepala Madrasah Aliyah Dra. Hj. Sitti Norma, M.Pd.I 
Kepala Madrasah Tsanawiyah Dra. Juhaena 





4. Sumber Dana Waqaf dan Bantuan Pihak Lain 
Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  berawal dari sebidang tanah yang 
luasnya tak cukup 1 hektar yang diwaqafkan oleh salah seorang tokoh masyarakat 
bernama Muhammad Taha Laili yang secara langsung beliau serahkan kepada Kali 
Sidenreng. Tanah tersebut diwaqafkan dengan tujuan agar tanah tersebut menjadi 
tempat menuntut ilmu agama bagi para pencari ilmu, pada saat itu gurunda 
Muhammad Taha Lili memaparkan bahwa kupinjamkan tanah ini kepadamu 
(KH.ABD.Muin Yusuf) hingga kamu lelah. 
“Maksud dari perkataannya bukan berarti tidak memberikan secara utuh tanah 
tersebut melainkan sepanjang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan 
pendidikan pondok pesantren maka si pemberi waqaf tidak keberatan akan hal 
itu. Berawal dari tanah waqaf tersebut pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
mulai didirikan dan semakin bertambah luas dengan banyaknya masyarakat 
yang turut andil dalam mewaqafkan tanahnya.”3 
 
Waqaf pada pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa selain diperoleh dari 
waqaf secara langsung juga diperoleh dari infaq dari orang tua wali, zakat fitrah tiap 
bulan ramadhan dan juga diperoleh dari sumbangan ma’had santri dan santriwati 
setiap bulannya. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk biaya operasional, 
dan kepentingan pondok lainnya. 
Seluruh dana yang diterima pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa tidak 
hanya digunakan untuk pembangunan pondok semata, melainkan juga digunakan 
untuk membangun dan mengelola aset-aset produktif yang bisa memenuhi kebutuhan 
seluruh keluarga besar pondok pesantren seperti pemberdayaan pertanian, peternakan, 
                                                     
3Wahidin Ar-Raffany (45 tahun), Sekertaris Yayasan, Wawancara, Sidrap,  04 Mei 2021. 
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koperasi santri putra, koperasi santri putri, depot air galon, dan dapur umum santri 
putra dan santri putri. 
B. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng 
Sidenreng Rappang 
Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 
atau kesejahteraan umum menurut syariah. Agar fungsi dan tujuan wakaf berjalan 
dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang professional. Sama seperti 
yang di ungkapkan oleh Baharullah selaku guru dan pengelola depot air galon di 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yang mengatakan bahwa: 
“Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf saat ini, masih banyak 
masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah 
benda-benda tidak bergerak. Sehingga peruntukannya pun sangat terbatas, 
misalnya untuk pekuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu, madrasah, 
sekolah dan sejenisnya”.4  
 
Masyarakat pada umumnya mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid, 
karena masjid dipergunakan untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid juga 
penting, namun jika jumlahnya sudah banyak, apalagi bila jaraknya saling berdekatan 
akan mengurangi makna dari peran masjid itu sendiri. Maka akan lebih bermanfaat 
jika alokasi tanah wakaf dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika 
dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang digunakan Rasulullah saw. 
maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf berupa 
                                                     
4Baharullah (41 tahun), Guru, Wawancara, Sidrap, 05 Mei 2021. 
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kebun yang produktif, hasilnya pun diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan. 
Karakter demikian menunjukkan bahwa wakaf menghendaki adanya suatu 
aktifitas pengelolaan harta secara produktif sehingga hasil atau manfaat yang 
diberikan oleh harta benda tersebut dapat berlangsung lama. Karakter wakaf yang 
demikian sekaligus menegaskan bahwa esensi wakaf adalah produktif yakni suatu 
usaha yang mengupayakan benda wakaf dapat mendatangkan hasil atau manfaat. 
Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang 
produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya 
secara profesional dan bertanggung jawab. 
Dalam literature fikih pengelolah wakaf disebut nazhir yang berarti penjaga, 
manajer, administrator, kepala atau direktur. Nazir merupakan pihak yang menerima 
harta benda wakaf dari wakif lalu dikelolah dan dikembangkan sebagaimana 
perentukannya, Nazhir meliputi Nazhir perorangan, Nazhir organisasi, Nazir badan 
hukum.5   
Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Nadzir 
mecakup tiga macam: Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi, dan Nadzir badan 
hukum. Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan 
menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat 
dari wakif. Dalam hal wakaf Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  mewakafkan 
                                                     
5Musyfikah Ilyas, “Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal Al- 
Qadau, vol. 4 no. 1 (2017): h. 73. 
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tanah untuk keperluan pendirian pesantren. Oleh karena itu, tanah tersebut digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan pengembangan 
pendidikan pesantren dan sarana penunjang lainnya yang bersifat produktif. 
Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, 
ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah:  
1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu Muhammad Taha Laili. Menurut 
ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi 
persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
dan pemilik sah harta benda wakaf. 
2. Mauquf ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang 
memaknai sebagai nadzir. Di dalam ikrar wakaf, bahwa wakaf dimaksudkan untuk 
pendirian, pengeloaan, serta pengembangan pendidikan pesantren dan sarana 
penunjang lainnya. 
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu 
berupa tanah seluas 8 hektar. 
“Pengelolaan wakaf produktif, dalam hal ini Koperasi santriwan dan 
Santriwati  yang menyediakan kebutuhan sehari-sehari mencakup sandang, 
pangan, ATK dan lain-lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan para santri, 
juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 
pesantren. Hal ini sejalan dengan pendirian mini market pondok pesantren 
yang tidak hanya diperuntukkan kepada para santri saja tetapi diperuntukkan 
secara umum yakni masyarakat yang ada di sekitar pesantren sehingga dapat 
memudahkan akses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”6 
 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
                                                     
6Nursani (40 tahun), Guru dan Pengelola Koperasi, Wawancara, Sidrap, 05 Mei 2021. 
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pengelolaan dan pengembangan harta wakaf Naẓir wajib mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya sesuai 
prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan 
diperlukan penjaminan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana 
Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 
diantaranya: Pasal 43 
1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Naẓir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.  
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara produktif.  
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada 
ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.7 
Aturan-aturan syariah untuk investasi wakaf Adalah wajib bagi para 
pemegang amanat harta wakaf; apakah nazhir, lembaga, atau institusi apapun yang 
megelola harta wakaf untuk memelihara keutuhan harta wakaf dan menjamin 
kesinambungan manfaatnya8. Hal ini di ungkapkan oleh ibu Sihrani selaku Bendahara 
Yayasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yang mengatakan bahwa: 
“Dalam proses pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Nazir atau orang yang menerima wakaf berusaha keras untuk mengelolah 
wakaf sesuai dengan tujuan Wakif. Seperti Muh Taha yang pertama kali 
mewakafkan tanahnya untuk pendirian pesantren, maka Nazir yaitu K.H 
Abdul Muin Yusuf memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat pendirian 
                                                     
7Republik Indonesia, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
8(Musyfikah Ilyas, 2017: 85). 
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Pondok Pesantren  sebagai wadah menentut ilmu”. 9 
 
            DPY-PPUW saat ini berusaha umtuk mengoptimalkan lahan yang masih 
dapat didirikan sebuah wadah pendidikan untuk santri seperti kelas Workshop bahasa 
untuk meningkatkan kualitas bahasa asing Santri. Unsur utama dalam proses 
pengelolaan wakaf yaitu perencanaan, proses pengorganisasian, proses 
kepemimpinan dan proses pengawasan. Adapun penguraian fungsi masing-masing 
pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa: 
1. Perencanaan 
Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. 
Berdasarkan hal tersebut maka perencanaan pembentukan  wakaf yang berada di 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  ketika para pendiri mengikrar-wakafkan 
pondok Pesantren kepada umat Islam. Maknanya dengan ikrar ini diharapkan 
kelansungan hidup dan perkembangan pondok dimasa yang akan datang lebih 
terjamin. Dikarenakan para pendiri mengamanatkan agar wakaf yang akan di Pondok 
Pesantren ini menjadi produktif dan semakin produktif, bukan sebaliknya yakni 
konsumtif   
2. Pengorganisasian 
Dalam pengelolaan wakaf, pengorganisasian bermanfaat untuk merumuskan 
dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Berdasarkan hal 
tersbut dapat dilihat bahwa proses pengorganisasian di Pondok Pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa ini dengan menetapkan struktur dan memberikan wewenang sesuai dengan 
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kompeten masing-masing. Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian 
yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik 
SDM dikelola akan menetukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. 
Sebaliknya, jika SDM tidak dielola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak 
akan tercapai. Nazhir merupkan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi 
pengella wakaf. Hal ini terjadi Karen nazhir sangat memengaruhi efesiensi dan 
efektifitas organisasi10. 
3. Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah sebuah fenomena kompleks yang melibatkan 
pemimpin, pengikut, dan situasi mempengaruhi kelompok yang terorganisirke arah 
mencapai tujuan meliputi tindakan dan pengaruh berdasarkan akal dan logika maupun 
yang didasarkan pada inspirasi dan gairah. Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni 
bidang penyelidikan ilmiah menekankan subjek kepemimpinan. Aspek-aspek tertentu 
praktek kepemimpinan melibatkan sisi rasional dan emosional dari pengalaman 
manusia. Hal ini senada dengan perkataan Faisal selaku kepala program 
kepesantrenan: 
“Kepemimpinan ditunjuk agar program wakaf produktif yang telah disusun 
secara maksimal dapat dijalankan oleh seluruh pihak. Berdasarkan hal tersebut 
maka proses kepemimpinan yang ada di Pondok Pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa dengan cara mengarahkan dan memotivasi kepada para Nadzir agar 
efektif dalam menjalakan perannya. Kepemimpinan yang dilakukan oleh 
pondok pesantren sudah efektif karena dapat mengorganisir seluruh kegiatan 
dan unit-unit usaha yang ada di pondok.” 11 
 
                                                     
10(Musyfikah Ilyas, 2017: 76) 
11Faisal (43 tahun), Kepala Program Kepesantrenan, Wawancara, Sidrap, 04 Mei 2021. 
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Kepemimpinan tersebut sangat membantu dalam perkembangan pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa baik dalam kemajuan pondok maupun kemajuan unit-
unit usaha dalam pondok dan produktifitas wakaf di pondok pesantren lebih produktif 
lagi dalam pengelolaannya. 
4. Pengawasan  
Pengwasan untuk memastikan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan yang 
direncanakan. Berdasarkan hal tersebut maka, pengawas yang ada di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  di lakukan oleh ketua yayasan dan pimpinan pondok. 
Penting pengelola wakaf memperhatikan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan syariah sebelum pengambilan keputusan menginvestasikan harta 
keakayaan wakaf apakah keputusan itu terkait dengan pemilihan bidang ivestasi 
harta kekayaan wakaf, apakah keputusan itu terkait dengan pemilihan bidang usaha 
investasi secara umum, tukar guling harta wakaf, investasi keuntungan usaha wakaf, 
maupun pemilihan antara usaha pemiliharan dan tukar guling dan sebagainya.  
“Pengawasan dalam hal ini, sistem pengelolaan keuangan wakaf Pondok 
Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa terpusat pada pengurus yayasan  pondok. 
Dana wakaf yang masuk dari berbagai sumber tersebut diterima oleh 
pengurus bendahara yayasan pengelolaan dan pengembangan wakaf 
(DPY-PPUW). Dana yang sudah terkumpul kemudian disalurkan keunit-
unit usaha yang diberdayakan yang saat ini telah memiliki beberapa unit 
usaha seperti pemberdayaan pertanian, koperasi, dapur umum, peternakan, 
pengelolaan air galon dan keperluan pondok lainnya. Hakikatnya yang pada 
awalnya yayasan wakaf membangun unit-unit usaha tersebut hanya sebagai 
pemberdayaan wakafnya.” 12 
 
Pengawasan tersebut sangat membantu dalam pengelolaan wakaf produktif 
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di pondok pesantren karena pengelola tidak lagi kesulitan dalam mengelola wakaf 
produktif karna setiap unit usaha yang ada di pesantren ada satu atau dua orang yang 
fokus mengelola usaha tersebut dan apa bila tidak ada pengelolanya maka yayasan 
yang mengambil alih. 
1. Bentuk-bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa 
Dewan pengurus yayasan Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa (DPY-
PPUW) sebagai badan wakaf akan selalu ada pembaharuan dalam meningkatkan 
produktifitas bagi para pengurus maupun unit-unit usaha sehingga aset wakaf yang di 
miliki pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa dapat di kembangkan secara produktif 
serta menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan pondok itu sendiri maupun 
kesejahteraan santri dan masyarakat. Standar operasional kelembangan nazhir yang 
ingin mengelola secara produktif harta benda wakaf, memerlukan enam fungsi utama 
manajemen operasional, yaitu: 
a. Proses, yang berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi 
barang atau jasa;  
b. Kapasitas, yang berkaitan dengan hasil dan jumlah produk yang tepat. 
c. Tenaga kerja, yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia  
d. Mutu, yang berkaitan dengan bentuk dan peningkatan kualitas  




Dalam melakukan produktifitas kita harus mempunyai strategi dalam hal ini 
strategi pemberdayaan wakaf pondok pesantren ditempuh dengan berbagai cara. 
Salah satunya yaitu, dengan pemberdayaan lahan pondok pesantren dan melalui unit-
unit usaha. Dalam hal ini pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng 
Rappang memiliki beberapa unit usaha yang dikelola oleh guru dan santri yang 
merupakan suatu pengamalan dari jiwa mandiri pondok itu sendiri dan juga 
pengaplikasian dan arah tujuan pendidikan pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Benteng Sidenreng Rappang yaitu berwiraswasta. Hingga saat ini pondok pesantren 
Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang sudah memiliki beberapa unit 
usaha di antranya sebagai berikut: 
a. Pemberdayaan Pertanian 
            Pemberdayaan pertanian dalam peningkatan peran petani bagi masyarakat 
petani diharapkan akan mampu meningkatkan penghasilan dan memproduksi bagi 
ketahanan pangan. Pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk 
meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik. 
“Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa memiliki bidang tanah yang sangat 
luas, namun masih banyak tanah kosong yang belum maksimal 
pemanfaatannya. Maka dari itu pihak yayasan memberikan wewenang  kepada 
beberapa masyarakat untuk memberdayakan beberapa bidang tanah untuk 
dijadikan sebagai lahan agar dapat ditanami sayur-sayuran yang mana setelah 
dipanen dan dijual hasilnya dijual dan dibagi kepada masyarakat yang 
memberdayakan dengan pihak pondok”14 
 
                                                     
13(Musyfikah Ilyas, 2017: 84) 
14Wahidin Ar-Raffany, Wawancara,  04 Mei  2021. 
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Keberadaan pemberdayaan pertanian tersebut sangat membantu pihak pondok 
dan juga masyarakat, yang mana dengan adanya tanam menanam sayuran menjadikan 
pengelola dapur umum yang biasanya selalu membeli sayur di pasar tidak lagi 
membeli sayuran melainkan hanya mengambil hasil dari pemberdayaan pertanian 
tersebut. 
b. Peternakan      
           Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan 
ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan ternak akan di manfaatkan 
sebaik-baiknya. Peternakan yang ada di Pesantren adalah peternakan Domba, 
peternakan Domba yang ada di Pesantren dulu hanya ada 2 ekor sekarang sudah 
mencapai kurang lebih 100 Domba dan hasil dari peternakan tersebut semuanya milik 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa. 
“Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa memiliki beberapa jenis hewan 
ternak diantaranya: Domba, Sapi dan Ayam petelur. Namun sangat 
disayangkan yang tersisa hingga saat ini hanya domba saja, dikarenakan 
kurangnya dana pemeliharaan pada ayam dan sapi. Pemeliharaan hewan 
tersebut ditugaskan kepada santri yang ditunjuk langsung oleh pihak yayasan. 
namun hewan ternak tersebut tidak didistribusikan ke masyarakat luas 
melainkan hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak pondok saja pada 
saat-saat tertentu, misalnya pada saat kegiatan buka puasa bersama, maulid 
dan kegiatan besar lainnya dilakukan penyembelihan domba untuk dijadikan 
konsumsi pada acara tersebut.”15 
 
Keberadaan peternakan di pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa sangat 
membantu pondok ketika ada kegiatan besar dan membantu santri yang di tugaskan 
untuk mengembala karena ditanggung biaya hidup selama mendok dan dapat 
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pengalaman bekerja selama mondok. 
c. Koperasi Santri Putra dan Koperasi Santri Putri 
              Koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan 
ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi yang ada di Pondok ada dua yaitu 
satu di asrama putra dan satu di asrama putri. Hal ini juga diungkapkan oleh Nursani 
selaku Guru dan pengelola Koperasi: 
“Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa memiliki dua koperasi yakni 
koperasi santri putra yang terletak di asrama putra dan koperasi putri yang 
terletak di asrama putri. Pengelolaan koperasi tersebut dipercayakan kepada 
guru pondok yakni Ibu Nursani,S.E. pengelolaan koperasi di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa juga melibatkan dan memberikan 
keuntungan bagi masyarakat yang mempunyai skil dalam membuat jajanan 
seperti kue, gorengan dan makanan lainnya. Pihak pengelola koperasi 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat jajanan 
kemudian dibeli oleh pihak pengelola koperasi kemudian dijual kepada para 
santri, santriwati, dan juga guru-guru pondok pesantren. Selain makanan 
pihak koperasi juga menjual berbagai keperluan yang biasanya dibutuhkan 
oleh para santri dan santriwati misalnya seperti peralatan mandi, peralatan 
tulis menulis dan kebutuhan lainnya. Semua keuntungan yang didapatkan 
dari penjualan koperasi dialokasikan kembali kepada pondok dan juga 
dijadikan modal kembali untuk berjalannya kegiatan koperasi secara terus 
menerus.”16 
 
Adanya koperasi dapat menguntungkan pondok, santri, guru dan masayarakat. 
Guru dan santri tidak lagi keluar pondok untuk membeli makanan dan lain 
sebagainya dan masyarakat dapat bekerja sama dengan koperasi, adapun hasil dari 
keutungan koperasi akan di salurkan ke yayasan. 
d. Pengelolaan Air Galon 
 Depot air galon adalah unit usaha yang ada di pondok pesantren Al-Urwatul 
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Wutsqaa dan menjadi wakaf produktif di pesantren, depot air galon di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa baru saja diadakan.  
“pengadaan depot air galon ini merupakan ide dari alumni pondok pesantren 
Al-Urwatul Wutsqaa sendiri yakni angkatan lulusaan tahun 2000, dan semua 
biaya pengadaannya merupakan hasil sumbangan dari angkatan lulusan  tahun 
2000”17 
 
 Hal senada juga diungkapkan oleh Baharullah selaku Guru dan pengelola 
depot air galon: 
“Depot air galon ini dinamakan Al-Urwah Water, pengelolaannya juga 
dipercayakan kepada seorang guru pondok pesantren yang bernama Ust. 
H.Baharullah, Lc. Pendistribusian air galon ini masih terbilang semput karena 
hanya mencakup wilayah pondok pesantren saja, namun kedepannya akan 
diperluas cakupannya dengan menciptakan air minum dalam kemasan gelas 
juga agar bisa mencapai pemasaran diluar pondok pesantren juga. Harga galon 
di pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa ditetapkan sama dengan harga pasar 
yakni Rp 5.000, dana yang diperoleh dari depot air galon disalurkan kepada 
pihak pondok.”18 
 
Adanya depot air galon di pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa sangat 
memudahkan para santri dan santriwati dalam memenuhi kebutuhan air minumnya. 
Sebelum adanya depot air minum tersebut para santri dan santriwati hanya bisa 
membeli galon sekali dalam seminggu saja.  
e. Dapur Umum Santri Putra dan Santri Putri 
           Dapur umum adalah suatu tempat penyediaan makanan bagi santriwan dan 
santriwati untuk makan, bagi santriwan dan santriwati makan sebanyak 3 kali sehari 
semalam sesui dengan waktu makan. Dapur umum yang ada di Pesantren ada dua 
yaitu satu di asrama putra dan satu di asrama putri dan pekerja dapur umum sebanyak 
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7 orang 3 di dapur umum putri 4 di dapur umum putra. 
“Dapur umum merupakan salah satu wakaf produktif yang dimiliki pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa sejak tahun 2003. Dapur umum pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa mempekerjakan sebanyak 7 orang  untuk 
menyediakan makanan bagi santriwan dan santriwati sebanyak 3 kali sehari 
semalam sesui dengan waktu makan. Biaya dapur umum diperoleh dari 
pembayaran santiwan dan santriwati yang dibayar perbulan sebanyak Rp. 
300.000 untuk tahun ini. Dapur umum tersebut dikelolah oleh guru pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu Ibu Darmawati S.E M.Pd.I dan Hidayah 
Mansyur S.Pd.I.”19 
 
Dengan adanya dapur umum ini mampuh mempekerjakan dan menggaji 
pegawai dapur umum dan Pembina pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa.  
2. Pengelolaan Wakaf Produktif Yang Menggunakan Instrumen Al-Musaqah 
Secara etimologi, musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh 
penduduk Madinah disebut dengan muamalah. Secara etimilogi, musaqah berasal 
dari kata saqa yang berarti menyirami, sebagaimana terdapat dalam QS Ar-Raad/ 
13:4. 
ۡنَوان  وََغۡۡيُ  َوفر  ۡعَنٰٖب َوَزۡرع  َوََنريل  صر
َ
رۡن أ َتَجٰورَرٰت  وََجنَّٰت  م  ۡرضر قرَطع  مُّ
َ
ٱۡۡل
رَك  ِۚ إرنَّ ِفر َذٰل ُكلر
ُ
ٰ َبۡعٖض ِفر ٱۡۡل ُل َبۡعَضَها لََعَ ر ٖد َوُنَفض  رَمآءٖ َوٰحر ۡنَواٖن يُۡسََقٰ ب صر
رَقۡوٖم َيۡعقرلُ ٓأَل   ونَ َيٰٖت ل 
Terjemahnya: 
“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-
kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan tidak 
bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-
tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang 
                                                     





 Secara terminologi menurut Ibnu Abidin, sebagaimana dikuti oleh Harun 
Nasroen, musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan 
dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.21 
 Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa memiliki tanah yang disediakan untuk 
dikelola oleh masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren, bukan hanya 
masyarakat sekitar saja melainkan juga dikelola oleh guru pondok pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa yang mana hasil dari tanah yang dikelola tersebut akan dibagi hasil 
dengan pihak pondok pesantren. 
C. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 
     Sejak terbentuknya Dewan pengurus yayasan Pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa (DPY-PPUW) sebagai badan wakaf akan selalu ada pembaharuan dalam 
meningkatkan produktifitas bagi para pengurus maupun unit-unit usaha sehingga aset 
wakaf yang di miliki pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa dapat di kembangkan 
secara produktif serta menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan pondok itu 
sendiri maupun kesejahteraan santri dan masyarakat. 
Setiap pengurus DPY-PPUW tetap harus mengantongi keenam syarat 
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
yakni; warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara 
                                                     
20Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma, 2016), h. 580. 
21Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017),  h. 228. 
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jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Begitu juga 
jika dikaitkan dengan persyaratan nadzir sebagaimana dikemukakan ulama mazhab, 
seperti Islam, baligh, dan mampu. 
Berkaitan hal diatas, pimpinan pondok sangat selektif untuk memilih 
pengurus DPY-PPUW karena melihat faktanya bahwa, wakaf sebagai salah satu 
lembaga sosial Islam yang telah lama dikenal. Penyusunan pengurus DPY-PPUW 
yang merupakan bagian terpenting. Hal ini terlihat dari personalia yang ditempatkan 
untuk menduduki jabatan pengurus terdiri atas orang-orang yang telah menduduki 
jabatan penting dalam struktur badan wakaf dan pimpinan pondok. 
Mengenai tugas-tugas nadzir, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
Pasal 11, disebutkan bahwa tugas nadzir yakni; 
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan    fungsi 
dan peruntukannya. 
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.22 
Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa kesejahteraan nadzir 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf yang baik. Hal ini 
didasarkan pada penjelasan pengurus DPY-PPUW: 
“Dalam tahun ketahun kami mempergunakan wakaf produktif yang ada di 
Pondok Pesantren ini, agar supaya wakaf produktif yang ada di Pesantren ini 
dapat dapat dipergunakan secara efektif dan menghasilkan sesuatu yang 
                                                     
22Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
61  
 
bermanfaat bagi santri, Pembina dan masyarakat”.23 
 
Penjelasan diatas membuktikan bahwa, tanggung jawab nadzir, tidak hanya 
sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga 
bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat 
wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat 
diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. 
Wakaf PPUW berasal dari wakaf pendiri pondok yang menyatakan, bahwa 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa bukanlah milik pendiri pondok dan keluarga, 
tetapi milik umat Islam. Hal ini dibuktikan dalam pengangkatan pimpinan pondok 
bukanlah dari keluarga pendiri Pondok.    
“Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa menerima segalah bentuk bantuan 
baik dari alumni maupun masyarakat yang sifatnya benda bergerak maupun 
benda tidak bergerak seperti uang, kendaraan, perlengkapan kantor, kelas dan 
asrama”.24 
 
  Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa, PPUW sebagai 
yayasan wakaf memang tidak mempermasalahkan antara wakaf benda bergerak atau 
tidak bergerak selama ada kemanfaatan didalamnya. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini menjadi 
momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung 
pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi 
wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf ini, pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa,”Nazhir 
wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya”. Berdasarkan landasan tersebut, untuk mencapai tujuan, 
fungsi wakaf, harta benda wakaf yang  dimiliki oleh DPY-PPUW hanya dapat 
diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan 
serta kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, 
kemajuan, dan peningkatan ekonomi santri atau kemajuan kesejahteraan umum 
lainnya yang tidak bertentangan dengan syari‟ah dan perundang-undangan. 
“Kontribusi wakaf yang ada di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
sebagian dialokasikan untuk pengembangan sarana Tahfidz, Tahasus berupa 
rumah dan Masjid yang ada di PPUW. hal ini dimaksudkan agar 
keberlangsungan hafalan dan ibadah yang dilakukan oleh para santri bisa 
dilaksanakan dengan khusuk. Pada bidang pendidikan dan pengajaran, wakaf 
PPUW dipergunakan untuk menyuplai biaya pendidikan. Biaya pendidikan 
tersebut berupa honor yang diberikan pada staf pengajar yang ada di PPUW 
selain itu wakaf ditujukan untuk biaya hidup bagi para guru yang   masih 
berstatus honorer”.25 
 
 Investasi harta wakaf dalam tatanan Islam merupakan sesuatu yang sangat 
unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah maupun sektor swasta. 
Dikarenakan pengembangan harta melalui wakaf tidak hanya didasarkan pada target 
pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, tetapi lebih didasarkan pada unsur 
kebaikan dan kerjasama. 
Pengelolaan harta benda wakaf di PPUW ditingkatkan melalui instrumen 
musaqah dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang pasal 43 ayat (1) Nomor 41 
                                                     
25Faisal, Wawancara, 04 Mei 2021. 
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Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. 
Hasil wakaf di PPUW juga digunakan untuk unit-unit usaha. Wakaf tersebut 
dikelola sebagai usaha-usaha yang produktif. Dalam hal ini bisa dilihat pula 
bahwasanya, Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa telah memiliki berbagai 
macam unit usaha yang dikelola oleh santri, guru, maupun masyarakat sekitar 
pondok secara produktif. Dan hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 bahwa, Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf 
dilakukan secara produktif. 
Namun, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di 
PPUW tidak menjadikan LPS (Lembaga Penjamin Syariah) sebagai penjamin yang 
tentu bertentangan dengan yang ada di Undang- Undang pasal 43 ayat (3) Nomor 
41 Tahun 2004 dikarenakan adanya rasa percaya yang kuat kepada para pengelola 
harta benda wakaf tersebut. 
D. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Wakaf Produktif 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Pada prinsipnya nadzir wajib mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan peruntukannya, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja 
sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan wakaf 
produktif dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang 
harus terus dikembangkan oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang untuk 
harta benda wakaf, sangat bergantung kepada nadzir yang profesional, amanah dan 
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memiliki rasa tanggung jawab, sehingga tak heran jika nadzir memegang peranan 
penting agar harta wakaf tersebut berkembang sebagaimana mestinya.      
Direktorat Pemberdayaan Wakaf mengemukakan beberapa langkah yang 
dapat ditempuh untuk mengembangkan wakaf secara produktif.  
1. Pemetaan potensi ekonomi sebelum pemberdayaan wakaf dilakukan, pemetaan 
potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauhmana dan seberapa mungkin 
benda wakaf itu dapat diberdayakan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, 
letak geografis, seberapa besar dukungan masyarakat, peluang pasarnya, dan 
dukungan teknologi apa yang tersedia. 
2. Melakukan studi kelayakan usaha, berdasarkan analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity and Thread). Yaitu sebagai antisipasi terhadap upaya 
pemberdayaan wakaf produktif.  
3. Membuat proposal pemberdayaan, yaitu latar belakang, aspek pasar dan 
pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi, manajemen, ekonomi 
keuangan serta kesimpulan dan rekomendasi.  
4. Menjalin kemitraan usaha dan mencari investor.  
5. Menyiapkan SDM yang berkualitas (amanah dan profesional).  
6. Mengelola dengan manajemen amanah dan profesional yaitu dikelola dengan 
manajerial amanah, modern, transparan, dan akuntabel 
Dalam proses pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa memiliki beberapa factor pendukung dan penghambat dalam proses 
pengelolaan wakaf. Adapun beberapa factor pendukung dan penghambat pengelolaan 
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wakaf di pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu: 
a. Pendukung 
“Hal yang mendukung proses pengelolaan wakaf agar produktif di Pondok 
Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu, pertama pengelolah wakaf yang 
profesional dalam hal ini pengelola wakaf di Pondok Pesantren yaitu yayasan 
sudah profesional dalam mengelolah hal ini di buktikan bahwa setiap unit 
usaha yang ada pasti ada satu atau dua orang di tugaskan untuk 
mengelolahnya, kedua bantuan dari para Alumni sangat membantu 
perkembangan Pondok, saat ini sumbangan Alumni tiap tahunnya meningkat 
dan saat ini Alumni sudah memikirkan wakaf produktif Pondok, hal ini di 
buktikan bahwa ada Alumni tahun 2000 menyumbangkan depot air galon 
untuk dikelolah oleh pihak Pondok, dan ketersediaan wakaf yang siap 
dikelolah, Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa memiliki tanah kurang 
lebih 8 hektar yang siap dikelolah.”26 
Pengelolaan wakaf di pondok pesantren saat ini meningkat khususnya wakaf 
produktif, hal ini dibuktikan adanya alumni tahun 2000 mewakafkan pengelolaan air 
galon untuk di distribusikan dan di manfaatkan untuk kepentingan pondok. 
b. Penghambat 
Hal yang menghambat proses pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa yaitu: 
1. Pemahaman masyarakat tentang wakaf 
Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan wakaf dan pengembangan harta 
wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat 
diwakafkan hanyalah benda-benda tidak bergerak. Sehingga peruntukannya pun 
sangat terbatas, misalnya untuk pekuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu, 
madrasah, sekolah dan sejenisnya.27 
                                                     
26Wahidin Ar-Raffany, Wawancara, 04 Mei 2021. 
27Baharullah, Wawancara, 05 Mei 2021. 
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Masyarakat pada umumnya mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid, 
karena masjid dipergunakan untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid juga 
penting, namun jika jumlahnya sudah banyak, apalagi bila jaraknya saling berdekatan 
akan mengurangi makna dari peran masjid itu sendiri. Maka akan lebih bermanfaat 
jika alokasi tanah wakaf dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika 
dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang digunakan Rasulullah saw. 
maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf berupa 
kebun yang produktif, hasilnya pun diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan. 
Hal ini membuktikan bahwa saat ini banyak yang menyumbang di pesantren hanya 
untuk bangunan masjid, kelas dan asrama saja masih kurang untuk wakaf produktif. 
2. Kurangnnya dana untuk mengelolah tanah wakaf 
Wahidin mengemukakan bahwa: 
“hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan tanah wakaf yang ada di 
pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu karena kurannya modal untuk 
mengelolah tanah tersebut. Hal yang menunjang kenaikan modal ekonomi 
pondok yaitu jumlah santri. Namun,  di pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa terjadi pembatasan santri karena kurangnnya daya tampung asrama. 
Hal ini menyebabkan proses tes masuk dilakukan.jika santri di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa banyak maka dapat menunjang modal 
ekonomi pondok sehingga pemanfaatan pembangunan ditanah wakaf tersebut 
dapat dilakukan.”28 
 
 Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal yang mendorong 
meningkatnya wakaf produktif yaitu modal ekonomi untuk mengelolah lahan yang 
masih kosong. 
                                                     








Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat dirumuskan dalam beberapa 
kesimpulan yaitu: 
1. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa telah 
dilaksanakan secara profesional dan produktif. Profesionalisme yaitu melalui 
pemberian  dari masyarakat, aspek pengelolaannya, kenadzhirannya dan pola 
kemitraan. Sedangkan produktif yaitu dengan memproduktifkan sumber atau aset 
yang ada di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa dan saat ini sudah 
memproduktifkan beberapa unit usaha yaitu: tanah untuk pertanian, peternakan, 
koperasi, dapur umum dan depot air galon. Dimana semuanya sudah dikelola dan 
sudah produktif dan berkembang dengan pesat. 
2. Bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka, 
pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa sudah 
memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang, harta benda wakaf haruslah 
harta benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat serta dikembangkan dalam 
bentuk usaha produktif dengan menggunakan  instrument menurut syariat dan 
kemudian hasil wakaf produktif didistribusikan untuk sarana ibadah, pendidikan 
dan peningkatan SDM. 
3. Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren 
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Al-Urwatul Wutsqaa yaitu, pertama pengelolah wakaf yang profesional  , kedua 
bantuan dari para Alumni, dan ketersediaan wakaf yang siap dikelolah. Adapun 
faktor penghambat yaitu, pemahaman masyarakat dalam pengelolaan wakaf dan 
pengembangan harta wakaf saat ini masih kurang  dan kurangnnya dana untuk 
mengelolah tanah wakaf. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dalam hal pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, 
seharusnya meminta akuntan public yaitu, LPS (Lembaga Penjamin Syariah) 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan mengontrol keuangan, dikarenakan 
sebagai penjamin bagaimana kita tetap harus berpegang peraturan perundang-
undangan tidak menggunakan syara secara murni. Memerhatikan aset wakaf yang 
besar, badan wakaf berpeluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. 
Paling tidak seharusnya menjalin kerjasama dengan bankbank syariah, seperti BSI 
(Bank Syariah Indonesia). 
2. Dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
perlu adanya pengelolaan lahan dan struktur pembangunan asrama, kelas, dan 
bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan santri di dalam pondok agar dapat 
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Gambar 1 : 
Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Kelurahan Benteng  
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
















Dokumentasi Koperasi Putra Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  















Gambar 3 : 
Dokumentasi Koperasi Putri dan Depot Air Minum Pondok Pesantren Al-Urwatul 




















Gambar 4 : 
Dokumentasi Kandang Domba Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 















Gambar 5 : 
Dokumentasi Lahan Perkebunan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  


















Gambar 6 : 
Dokumentasi Dapur Umum Putri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa  



















Gambar 7 : 
Dokumentasi Dapur Umum Putra Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 






















Gambar 8 : 
Wawancara dengan Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
























Wawancara dengan Sekertaris Yayasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang  



























1. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren ini? 
2. Apa saja kewajiban pengelolaan wakaf di pondok pesantren ini ? 
3. Darima sumber dana wakaf produktif di pondok pesantren ini? 
4. Bagaimna bentuk pengelolaan wakaf produktif? 
5. Bagaimana bentuk instrument pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren 
ini? 
6. Apakah kendala dalam pengelolaan  wakaf produktif di pesantren ini? 
7. Apakah kendala dalam pengelolaan wakaf produktif hingga saat ini? 
8. Berapa Kenaikan dari pengelolaan wakaf produktif setiap tahunnya? 
9. Apakah dalam pengelolaan wakaf produktif,nadzir mengunakana LPS sebagai 
penjamin? 
10. Kemana saja hasil wakaf produktif di distribusikan? 
11. Dalam hal peruntukan apakah digunakan untuk kegiatan ibadah,pendidikan,dan 
beasiswa? 
12. Apakah pernah menjaminkan menjadikan benda wakaf yang sudah di wakafkan? 
atau di hibahkan, dijual? 
13. Apakah hasil wakaf produktif sangat berpengaruh untuk kemajuan ekonomi 
pesantren dan umat? 
14. Apakah hasil dari wakaf produktif pernah di gunkan untuk pemberdayaan ekonomi 
sekitar? 
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